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ABSTRACT 
 
ANALISIS SISTEM PENGGAJIAN  
PADA PMI CABANG KOTA SURAKARTA 
 
 
 
 
Rovi Aristia 
F 3306177 
 
PMI unit Surakarta is an organisation which operating in sociality. In a 
company needed kind of systems which is used to support the activities done by 
the company. In order that its activity runs smoothly, PMI unit Surakarta need a 
good system and procedures. One of system and procedures form in applies is 
accounting system. The payroll accounting system applied in PMI unit Surakarta. 
Effectiveness of payroll system has direct effect on workers work motivation.  
 The payroll accounting system which used in PMI unit Surakarta was 
different with the payroll accounting system which used in manufacture because 
PMI unit Surakarta is a organization that operating in socially, that have purpose 
of the PMI unit Surakarta is not get maximal profit, but the purpose is operating 
activity to give the service to society. 
 The salary is very important component in company management, 
especially to employees because salaries have a direct effect on workers work 
motivation. The payroll accounting system is used to solve transaction of 
accounting payroll and payment of employee salary. 
 In order that PMI unit Surakarta can paying salaries to employee, PMI unit 
Surakarta need good accounting system, especially payroll accounting system. 
 Finally the writer want to present several recommendations that can be 
suggestion for institution PMI unit Surakarta in doing the payroll as be well. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Gambaan Umum Perusahaan 
SEJARAH PMI 
Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak 
masa sebelum Perang Dunia Ke-II. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 
1873 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia 
dengan nama Nederlands Rode Kruis Afdeling Indie (Nerkai), yang kemudian 
dibubarkan pada saat pendudukan jepang. 
Perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri 
diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL 
Senduk dan Dr Bahder Djohan. Rencana tersebut mendapat dukungan 
luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha 
keras membawa rancangan tersebut ke dalam sidang Konferensi Nerkai 
pada tahun 1940 walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Terpaksa 
rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti 
tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba 
untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi 
upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga 
untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. 
Tujuh belas hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, 
yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan 
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perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah 
Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I, pada tanggal 5 September 1945 
membentuk Panitia 5 yang terdiri dari: dr R. Mochtar (Ketua), dr. Bahder 
Djohan (Penulis), dan dr Djuhana; dr Marzuki; dr Sitanala (anggota) 
Akhirnya Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil 
dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui 
bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan 
pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena 
kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara Internasional pada 
tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan 
disahkan keberadaannya secara nasional melalui Keppres No.25 tahun 
1959 dan kemudian diperkuat dengan   KEPRES No. 246 tahun 1963. 
Kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 Daerah Propinsi / Tk.I dan 323 
cabang di daerah Tk.II serta dukungan operasional 165 unit Transfusi Darah di 
seluruh Indonesia. 
 
PMI SURAKARTA 
PMI yang didirikan pertama kali di indonesia ada 5 PMI yang tersebar 
di pulau jawa, salah satunya adalah PMI cabang kota Surakarta. PMI cabang 
kota Surakarta didirikan pada tanggal 17 September 1945, bersamaan dengan 
4 PMI besar lain di indonesia, yaitu : 
a. PMI Jakarta. 
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b. PMI Surabaya. 
c. PMI Semarang. 
d. PMI Surakarta. 
e. PMI Bandung. 
PMI didirikan berdasarkan Keputusan Presiden  No. 25 tahun 1950 
dan Keputusan Presiden No. 245 tahun 63. 
PMI cabang Surakarta dibentuk berdasarkan melalui prakarsa 
masyarakat dan atas persetujuan dari pemerintah kota Surakarta. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980, tentang transfusi darah, salah satu 
kegiatan PMI adalah transfusi darah dan tugas lainnya adalah pelayanan 
terhadap masyarakat. 
 
a. Visi dan misi 
Visi 
PMI diakui secara luas sebagai organisasi kemanusiaan yang 
mampu menyediakan pelayanan kepalangmerahan yang efaktif dan 
tepat waktu, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan 
dengan semangat 7 prinsip dasar gerakan pelang merah. 
 
7 Prinsip dasar gerakan palang merah 
1) Kemanusiaan. 
2) Kesamaan. 
3) Kenetralan. 
 xv 
4) Kemandirian. 
5) Kesukarelaan. 
6) Kesatuan. 
7) Kesemestaan. 
 
Misi 
1) Menyebarluaskan dan mengembangkan aplikasi PDGM dan HPI 
dalam masyarakat Indonesia. 
2) Pelaanan kepalangmerahan bermutu-tepat waktu : 
a.  Bantuan kemanusiaan dalam keadaan darurat. 
b.  Pelayanan social dan kesehatan masyarakat. 
c.  Usaha kesehatan tranfusi darah. 
 
2.  Struktur Organisasi 
Dalam suatu perusahaan, untuk dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan perlu adanya susunan organisasi baik, susunan organisasai untuk 
setiap perusahaan tidaklah sama karena kebutuhan perusahaan yang berbeda 
pula. pemilihan dan pengangkatan pengurus di PMI cabang kota Surakarta 
adalah dengan cara dipilih langsung dalam musyawarah kantor cabang. 
 Struktur organisasi yang diterapkan oleh PMI cabang kota 
Surakarta tersebut bertujuan agar setiap tugas dapat dibagi secara berjenjang 
ke bawah sehingga diharapkan tidak terjadi adanya duplikasi, tumpang tindih, 
kesenjangan pelaksanaan tugas, kekaburan wewenang, dan pertanggung 
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jawaban serta kesalahan prosedur maupun hubungan kerja yang tidak sehat. 
Adapun struktur organisasi PMI cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut 
:  
PENGURUS PMI CABANG KOTA SURAKARTA PERIODE 2006 – 2011 
1. Penasehat  :  
a. Dr. H. Soewoto, SpB  
b. Dr. H. Syarif Sudirman, SpAn. 
c. Ustadz Drs. H. Ahmad Sukina 
d. H. Bisyir Nahdi, SH, MM 
e. Budi Moeljono 
f.  Prof. Dr. Syamsul Hadi, dr,Sp.Kj (K) 
g. Drs.H Amsori, SH, M.Pd. 
2. Ketua  : H. Susanto Tjokrosoekarno 
3. Wakil Ketua I : Drs. H. Sunardi, MM 
4. Wakil ketua II : Dr.H.Purnomo Dwi Putro, MKes. 
5. Wakil ketua III: Drs. M. Adib Ajiputra, MM 
6. Sekretaris : Sumartono Hadinoto 
7. Bendahara : DR. H. Achmad Purnomo, Apth 
8.   Anggota :     a.   Drs. GPH. Dipo Kusumo 
b. Udaka Yata Prabawa 
c. Handojo Leksono, SH 
d. YF. Sukasno 
e. Priyo hadisusanto 
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 xix 
BAGIAN UTDC 
 
Kepala Unit Transfusi Darah 
Bertanggungjawab kepada : pengurus PMI cabang kota Surakarta 
Membawahi          : 1. kabag teknis medis 
             2. kabag P2D2S  
             3. kabag tata usaha 
             4. kabag pengembangan mutu 
Keterkaitan kerja                  : antar unit bagian 
Tugas pokok : 
Bartanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pengembangan UTDC PMI cabang Surakarta. 
Tugas rutin  
a) Mewakili PMI cabang kota Surakarta dalam bidang UTD baik dalam 
bidang internal maupun eksternal. 
b) Memimpin seluruh kegiatan UTD meliputi : 
1) kegiatan tata usaha. 
2) kegiatan teknis medis. 
3) kegiatan P2D2S. 
4) kegiatan pengembangan mutu. 
c) Menyusun rencana kerja dan RAPB UTD untuk 1 tahun anggaran 
diusulkan kepada pengurus PMI dan disahkan dalam MUKERCAB 
 xx 
yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam landasan kerja 
bagi UTD. 
d) Membuat laoporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban 
keuangan kepada pengurus PMI dalam bentuk laporan bulanan, 
triwulanan dan tahunan. 
e) Mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kepala unit pelaksana 
yang lain dalam rangka menyeragamkan gerak langkah untuk 
memperlancar kegiatan. 
f) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan maupun penugasan 
khusus dari PMI cabang kota Surakarta. 
 
1. Kepala Bagian Pengembangan Mutu 
 Bertanggungjawab kepada  : kepala UTDC PMI cabang surakrta  
 Membawahi    : a. kasi kualitas darah 
        b. kasi kepala bagian 
 Keterkaitan kerja   : antar kepala bagian 
Tugas pokok  
Bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas produk darah dan 
pelayanan UTDC PMI cabang kota Surakarta. 
Tugas Rutin 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi yang 
berada di bawah taggungjawabnya. 
 xxi 
b) Membuat rancangan kerja di bagian pengembangan kualitas 
produk darah maupun pelayanan UTDC PMI cabang kota 
Surakarta. 
c) Membuat usulan dan mengatur palaksanaan pengembangan SDM 
di UTD dengan mnyelenggarakan pelatihan dan pendidikan di 
bidang administrasi, manajemen etika dan komunikasi. 
d) Pengembangan ilmiah UTD dengan menyelenggarakan penelitian, 
lokakarya/seminar/diskusi baik diselenggarakan secara mandiri 
maupun kerja sama dengan instansi atau organisasi di luar PMI 
cabang kota Surakarta. 
e) Melaporkan segala permasalahan yang ada di bagiannya kepada 
kepala UTDC. 
f) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala UTDC atas perintah 
kepala UTDC dan persetujuan pengurus. 
g) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan. 
 
a. Kasi kualitas pelayanan 
Unit  : UTDC 
Bagian  : Pengembangan mutu 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok : 
 xxii 
Bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas SDM untuk 
menunjang pelayanan UTDC PMI cabang kota surakarta. 
 
b. Kasi kualitas darah 
Unit  : UTDC 
Bagian  : pengembangan mutu 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok 
Bertanggungjawab untuk meningkartkan produk darah transfusi UTDC 
PMI cabang kota surakarta. 
 
2.  Kepala bagian teknis medis 
Bertanggungjawab kepada : kepala UTDC PMI cabang kota Surakarta 
Membawahi   : a. kasi penyadapan donor & penyimpanan darah  
          Dan bank darah 
 b. kasi uji saring PPMLTD & komponen 
 c. kasi crossmatching 
Keterkaitan kerja   : antar kepala bagian 
Tugas pokok : 
 xxiii 
Bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup dan pengembangan 
laboaratorium UTDC PMI cabang kota Surakarta. 
Tugas rutin 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi yang 
berada di bawah tanggungjawabnya. 
b) Membuat rencana kerja di bagian teknis medis. 
c) Bertugas sebagai dokter konsultan donor darah di ruang 
penyadapan  darah maupun di mobil unit. 
d) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
UTDC. 
e) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala UTDC atas perintah 
kepala UTDC dan persetujuan pengurus. 
f) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan. 
 
a. Kasi penyadapan donor & penyimpanan darah & bank darah 
Unit   : UTDC 
Bagian  : teknis 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok 
1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan tugas 
seleksi donor darah dan penyadapan darah di PMI cabang kota 
Surakarta. 
 xxiv 
2) Bertanggungjawab terhadap keamanan, kualitas dan kelancaran 
penyimpanan dan pendistribusian darah transfusi UTDC PMI 
cabang Surakarta. 
 
b. Kasi uji saring PMLTD dan komponen 
 unit  : UTDG 
 bagian  : teknik medis 
 sifat jabatan : struktural 
 Tugas pokok : 
1) Bertanggungjawab terhadap keamanan dan kualitas darah 
transfusi UTDC PMI cabang kota Surakarta. 
2) Bertanggungjawab terhadap pengaturan jadwal dan pengaturan 
cuti karyawan bagian uji saring. 
 
c.  Kasi crossmatching 
Unit   : UTDC 
Bagian   : teknis medis 
Sifat jabatan  : struktural  
Tugas pokok : 
1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas crossmatching 
UTDC PMI cabang kota Surakarta. 
 xxv 
2) Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di laboratorium 
crossmatch. 
3) Bertanggungjawab terhadap pengaturan izin, dan cuti karyawan 
bagian laboratorium. 
4) Bertaggungjawab pada semua barang dan inventaris di 
laboratorium. 
5) Bertanggungjawab terhadap pembuatanlaporan bulanan dan 
triwulanan. 
 
 
4.   Kepala bagian P2D2S  
 Bertanggungjawab kepada : kepala UTDC PMI cabang surakarta 
 Membawahi              : a. kasi pencari DDS 
                b. kasi pembinaan & pengembangan DDS 
 Keterkaitan kerja  : antar  kepala bagian 
Tugas pokok : 
a) Bertanggungjawab terhadap kelestarian dan pengembangan DDS 
UTDC PMI cabang Surakarta. 
b) Bertanggungjawab  terhadap pemenuhan darah dan sumber 
pemenuhannya. 
Tugas rutin : 
 xxvi 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi 
yang berada di bawah tanggungjawabnya. 
b) Membuat rencana kerja P2D2S. 
c) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
UTDC 
d) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala UTDC atas perintah 
kepala UTDC dan persetujuan pengurus. 
e) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan. 
 
a. Kasi pembinaan dan pengembangan DDS  
 Unit  : UTDC 
 Bagian  : P2D2S 
Safat jabatan : Struktural 
Tugas pokok 
Bertanggungjawab atas pembinaan dan pelestarian DDS baik 
perorangan maupun donor darah kelompok. 
 
b. Kasi pencari DDS 
Unit  : UTDC 
Bagian  : P2D2S 
Sifat jabatan : Struktural 
 xxvii 
Tugas pokok : 
Bertanggungjawab untuk merencanakan penyediaan darah UTDC PMI 
cabang kota Surakarta. 
 
5.   Kepala bagian tata usaha 
Bertanggungjawab kepada : kepala UTDC PMI cabang kota Surakarta 
Membawahi   : a. kasi keuangan 
  b. kasi kepegawaian 
  c. kasi logistik dan inventaris 
  d. kasi rumah tangga 
  e. kasi administrasi 
Keterkaitan kerja  : antar kepala bagian 
Tugas pokok : 
a) Bertanggungjawab terhadap kelancaran surat-menyurat, 
keuangan dan personalia UTDC PMI cabang kota surakarta. 
b) Membantu tugas pengurus cabang dan mengembangkan 
kebijakan adinistrasi. 
c) Menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan secara umum. 
Tugas rutin 
 xxviii 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi 
yang berada di bawah tanggungjawabnya 
b) Membuat rencana kerja di bagian tata usaha. 
c) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
UTDC 
d) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala UTDC atas 
perintah kepala UTDC dan persetujuan pengurus. 
e) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan 
 
a. Kasi administrasi 
Unit  : UTDC 
Bagian  : tata usaha 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok  
1) Bertanggungjawab terhadap kelancaran surat-menyurat UTDC 
PMI cabang surakarta. 
2) Bertanggungjawab terhadap pengarsipan. 
3) Bertanggungjawab dalam penyusunan laporan bulanan, 
triwulanan dan tahunan. 
 
b. Kasi kepegawaian 
Unit  : UTDC 
 xxix 
Bagian  : tata usaha 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok : 
Bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pengaturan personalia 
UTDC PMI cabang Surakarta.  
 
c. Kasi rumah tangga  
Unit  : UTDC 
Bagian  ; tata usaha 
Sifat jabatan : Struktural 
Tugas pokok : 
1) Bertanggungjawab terhadap keamanan kantor dan inventaris 
PMI cabang surakarta. 
2) Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan kerapian seluruh 
lokasi PMI cabang Surakarta. 
3) Bertanggungjawab menyediakan ruang dan perlengkapan suatu 
acara. 
 
d. Kasi logistik dan inventaris  
 Unit  : UTDC 
 Bagian  : tata usaha 
 xxx 
 Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok : 
Bertanggungjawab terhadap keamanan logistik dan inventaris UTDC 
PMI cabang Surakarta. 
 
BAGIAN MARKAS 
1. Kepala Bagian Tata usaha 
bertanggungjawab kepada : kepala Markas PMI cabang kota surakarta 
membawahi   : a. kasi keuangan 
      b. kasi kepegawaian 
      c. kasi rumah tangga 
      d. kasi administrasi 
keterkaitan kerja  : antar kepala bagian 
Tugas pokok : 
a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran surat-menyurat, 
keuangan dan personalia Markas PMI cabang kota Surakarta. 
b) Membantu tugas pengurus cabang dan mengembangkan 
kebijakan administrasi. 
c) Menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan secara umum. 
Tugas rutin :  
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a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi 
yang berada di bawah tanggungjawabnya 
b) Membuat rencana kerja di bagian tata usaha. 
c) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
markas. 
d) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala Markas atas perintah 
kepala Markas dan persetujuan pengurus. 
e) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan 
 
a. Kasi administrasi markas 
Unit   : Markas 
Bagian   : Tata usaha 
Sifat jabatan : Struktural 
Tugas pokok : 
1) Bertanggung jawab atas kelancaran surat-menyurat PMI 
cabang kota Surakarta. 
2) Bertanggung jawab terhadap pengarsipan. 
3) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan bulanan, 
triwulanan, semester dan tahunan. 
 
b. Kasi rumah tangga 
Unit  : Markas 
Bagian  : Tata usaha 
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Sifat jabatan : Struktural 
Tugas pokok : 
1) Bertanggung jawab terhadap keamanan kantor dan inventaris 
PMI cabang kota Surakarta. 
2) Bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh 
lokasi PMI cabang kota Surakarta. 
 
c. Kasi kepegawaian 
Unit  : UTDC 
Bagian  ; tata usaha 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok :  
Bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pengaturan personalia 
UTDC PMI cabang Surakarta.  
 
d. Kasi keuangan 
Unit  : Markas 
Bagian  : tata usaha 
Sifat jabatan : structural 
Tugas pokok : 
 xxxiii 
1) Menerima bukti kas/bank pengeluaran beserta bukti-bukti 
pendukungnya. 
2) Memeriksa bukti yang diterima apakah sudah sesuai dengan 
uang yang dibayarkan. 
3) Membuat jurnal atas transaksi pengeluaran. 
4) Melakukan posting jurnal. 
5) Menyimpan bukti transaksi. 
 
2. Kepala Bagian Yansoskesmas 
Bertanggungjawab kepada : kepala Markas PMI cabang kota surakarta 
Membawahi   : a. kasi pelayanan sosial 
      b. kasi pelayanan kesssehatan masyarakat 
Keterkaitan kerja  : antar kepala bagian 
Tugas pokok : 
a) Bertanggungjawab terhadap kelancaran surat-menyurat, 
keuangan dan personalia Markas PMI cabang kota surakarta. 
b) Membantu tugas pengurus cabang dan mengembangkan 
kebijakan adinistrasi. 
c) Menyelenggarakan kegiatan ketata usahaan secara umum. 
Tugas rutin : 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi 
yang berada di bawah tanggung jawabnya 
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b) Membuat rencana kerja di bagian Yansoskesmas 
c) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
markas. 
d) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala Markas atas perintah 
kepala Markas dan persetujuan pengurus. 
e) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan 
 
a. Kasi pelayanan sosial 
Unit   : Markas 
Bagian  :Yansoskesmas 
Sifat jabatan  : Struktural 
Tugas pokok : 
Mengkoordinir dan bertanggung jawab pada kegiatan bidang pelayanan 
sosial dan penanganan bencana alam, yaitu : 
1) Kegiatan bina lansia sehat. 
2) Kegiatan bantuan social. 
3) Kegiatan penanggulangan bencana alam. 
 
b. Kasi pelayanan kesehatan masyarakat 
Unit   : Markas 
Bagian  : yansoskesmas 
Sifat jabatan  : Struktural 
Tugas pokok : 
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Bertanggung jawab 
 pada kegiatan bidang pelayanan kesehatan masyarakat, yaitu : 
1) Kegiatan poliklinik. 
2) Kegiatan pelayanan ambulance dan pengiriman kotak P3K. 
3) Kegiatan pelayanan kegiatan di luar gedung. 
 
c. Kasi keuangan 
unit   : Markas 
bagian  : tata usaha 
sifat jabatan  : struktural 
Tugas pokok :  
1) Menerima bukti kas/bank pengeluaran beserta bukti-bukti 
pendukungnya. 
2) Memeriksa apakah bukti yang diterma sudah sesuai dengan uang 
yang dibayarkan. 
3) Membuat jurna atas transaksi pengeluaran. 
4) Melakukan posting atas jurnal. 
5) Menyimpan semua bukti transaksi 
 
3. Kepala Bagian PPSDM 
Bertanggungjawab kepada   : kepala Markas PMI cabang kota surakarta 
Membawahi    : a. kasi pelayanan sosial 
       b. kasi pelayanan kesssehatan masyarakat 
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Keterkaitan kerja   : antar kepala bagian 
Tugas pokok : 
a) bertanggungjawab terhadap kelancaran LPK PMI cabang kota 
surakarta. 
b) Membantu tugas pengurus cabang dan mengembangkan LPK 
kesehatan PMI cabang kota surakarta. 
 
Tugas rutin : 
a) Mengkoordinasi dan mengatur pelaksanaan tugas seksi-seksi 
yang berada di bawah tanggungjawabnya 
b) Membuat rencana kerja di bagian PPSDM 
c) Melaporkan segala permasalahan di bagiannya kepada kepala 
markas. 
d) Bilamana perlu menggantikan tugas kepala Markas atas perintah 
kepala Markas dan persetujuan pengurus. 
e) Melaksanakan tugas bantuan lain sesuai kebutuhan 
 
a. Kasi relawan 
Unit  : Markas 
Bagian  : PPDSM 
Sifat jabatan : struktural 
tugas pokok 
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bertanggung jawab atas kelestarian dan kelangsungan relawan.  
 
b.   Kasi pendidikan 
Unit  : Markas 
Bagian  : PPDSM 
Sifat jabatan : struktural 
Tugas pokok : 
bertanggung jawab atas kelangsungan LPK kesehatan PMI cabang kota 
Surakarta. 
c.   Kasi pelatihan 
Unit  : Markas 
Bagian  : PPDSM 
Stifat jabatan : struktural 
Tugas pokok : 
bertanggung jawab terhadap penyusunan standar meteri dan kurikulum 
pelatihan. 
 
c. Sistem Penggajian 
  Sistem penggajian yang digunakan pada PMI cabang Surakarta 
berbeda dengan sistem yang digunakan pada perusahaan swasta, 
manufaktur maupun organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena PMI 
adalah Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) yaitu organisasi yang 
bergerak di bidang pelayanan jasa pada masyarakat (bergerak dalam 
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bidang sosial masyarakat), yang mempunyai tujuan pokok bukan untuk 
memperoleh laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya (nirlaba), tujuan 
pokok atau utama organisasi ini adalah pemenuhan jasa yang diberikan 
pada masyarakat. Penggajian karyawan PMI cabang kota Surakarta adalah 
berdasarkan golongan masing-masing karyawan, dasar penggolongan 
karyawannya tidaklah sama dengan penggolongan pegawai negeri sipil, 
meskipun dasar untuk menentukan golongan adalah menurut pendidikan 
dari masing-masing karyawan.  
   
d. Personalia 
 Karyawan yang bekerja di PMI cabang kota Surakarta adalah 
pegawai biasa, hal tersebut dikarenakan karena PMI bukanlah organisasi 
pemerintah. PMI cabang kota Surakarta dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 
unit transfusi darah dan unit markas. Hal ini karena PMI  adalah yayasan 
yang bergerak di bidang kemanusiaan. Disamping tujuan tersebut PMI 
cabang kota Surakarta juga berhak melakukan usaha lain yang sah (di 
Indonesia PMI identik dengan transfusi dan pembelian darah). Pegawai 
yang berada pada unit markas tugas utamanya adalah pada pelayanan 
masyarakat, sedangkan yang berada pada UTD bertugas pelayanan 
terhadap transfusi dan pembelian darah. Meskipun terbagi menjadi 2 
bagian, tetapi karyawan PMI cabang kota Surakata tetap dikepalai oleh 
satu orang yang menjabat di bagian  personalia (kepegawaian). 
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FASILITAS  
1. LPK Kesehatan PMI Cabang Surakarta 
Pendidikan masyarakat PMI cabang kota Surakarta didirikan sejak 
tahun 1995, dengan tujuan : 
a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalam memberikan 
pertolongan pertama pada kecelakaan, korban gawat darurat dan 
korban bencana alam (mengemban peran PMI yang tertuang dalam 
Permenkes RI No. 23/Birhub/1972 dan Kepres RI No. 246 tahun 
1963). 
b. Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi angka 
pengangguran serta meningkatkan SDM yang terpaksa drop-out 
dari instansi pendidikan serta jobless (tidak mempunyai pekerjaan 
atau menganggur). 
c. Adapun ilmu yang dapat dipelajari : 
1) kepalangmerahan. 
2) kepribadian, etika perawatan dan komunikasi. 
3) pancasila. 
4) anatomi fisiologi. 
5) ilmu kesehatan masyarakat. 
6) ilmu kesehatan anak. 
7) ilmu kesehatan gigi dan mulut. 
8) ilmu kebidanan dan keluarga berncana. 
9) ilmu perawatan bayi dan ibu nifas. 
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10) ilmu gizi dan diet orang sakit. 
11) ilmu farmasi. 
12) pertolongan pertama dan resusitasi jantung paru (RJP). 
13) computer. 
14) psikolgi pasien. 
15) asisten dokter gigi. 
16) ilmu perawatan lanjut. 
17) ilmu penyakit dalam. 
18) bahasa inggris. 
19) ilmu kesehatan lanjut usia. 
20) pedoman makanan bayi, anak, bumil, menyusui dan lansia. 
21) penetalaksanaan unit transfusi darah. 
 
2. Pelayanan Ambulance 24 Jam 
PMI merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang kemanusiaan. PMI cabang kota Surakarta menyediakan pelayanan 
ambulace 24 jam dalam upaya meningkatkan pelayanannya terhadap 
masyarakat, terutama dalam pelayanan kegawat daruratan. Didukung 
dengan mobil ambulace yang memadai serta crew ambulan yang terlatih 
memberikan jaminan pertolongan pertama yang cepat, tepat dan aman. 
 
Jenis pelayanan : 
a. ambulance kecelakaan dan bencana alam 
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pelayanan ambulance apabila terjadi kecelakaan di jalan raya atau 
adanya bencana alam. 
b. ambulace untuk penjagaan PP (pertolongan pertama) 
pelayanan ambulance untuk penjagaan PP (pertolongan pertama) 
pada acara-acara dengan resiko : 
RINGAN (wisuda, resepsi pernikahan, upacara, pergelaran seni, 
dsb)  
SEDANG (olah raga indoor, olah raga masal, konser musik indoor, 
dsb) 
TINGGI (motor cross, sepak bola, konser musik outdoor, dsb) 
 c.  Ambulance transport 
pelayanan ambulance yang melayani transportasi pasien dari rumah ke rumah 
sakit atau sebaliknya. 
 
3. MU (mobil unit) 
 Untuk memudahkan bagi para pendonor, maka PMI cabang kota Surakarta 
juga mengadakan layanan Mobil Unit (donor darah secara berkelompok). 
Adapun syarat menggunakan MU (mobil unit) adalah : 
a. Jumlah calon donor kurang lebih 20 orang. 
b. Mengadakan surat permohonan kerjasama dalam pengadaan donor 
darah secara berkelompok dari instansi / organisasi (blangko surat 
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disediakan) yang salah satu isinya tertuang waktu pelaksanaan 
donor darah (bila terjadi pembatalan pelaksanaan donor darah 
dimohon segera mamberitahukan ke UTDC PMI cabang kota 
Surakarta paling tidak 1 minggu sebelumnya). 
c. Mempersiapkan / menyediakan ruangan sesuai dengan jumlah 
donor yang diperkirakan, besih, cukup ventilasi, cahaya dan 
nyaman (tidak di bawah terik sinar matahari untuk : pemeriksaan 
dokter, pengambilan aftaping darah, administrasi, dan istirahat 
donor). Bila memungkinkan untuk ruang aftaping/pengambilan 
tidak naik turun tangga. 
d. Pemesanan tanggal pelaksanaan minimal 1 minggu sebelumnya. 
4. Kartu Donor Darah Sekaligus ATM  
Untuk memberi layanan lebih kepada para pendonor darah, Palang 
Merah Indonesia atau PMI Cabang Surakarta meluncurkan kartu donor 
darah yang sekaligus dapat digunakan sebagai kartu ATM atau anjungan 
tunai mandiri. Layanan ini bekerja sama dengan Bank Muamalat Cabang 
Solo yang mengeluarkan kartu ATM Share. 
 Di PMI cabang kota Surakarta tercatat ada sekitar 6.000 pendonor. 
Kartu donor darah sekaligus ATM yang dikeluarkan PMI cabang kota 
Surakarta nanti juga akan dilengkapi dengan pemberian asuransi bagi 
pemegangnya. Fasilitas Kartu donor tersebut didapat setelah mendonor 
lebih dari 10 kali. Selain bisa digunakan sebagai ATM, fasilitas kartu 
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donor juga dapat digunakan untuk pengambilan darah di PMI cabang kota 
Surakarta, dengan ketentuan : 
Donor 10-25 kali mendapat diskon pengambilan darah 20%. 
Donor 25-50 kali, mendapat diskon pengambilan darah 50%. 
Donor lebih dari 50 kali, mendapat diskon pengambilan darah 100% 
atau gratis 
Kartu tersebut tidak hanya digunakan oleh pendonor, karena jika 
pendonor sudah berkeluarga, maka kartu tersebut biasa digunakan oleh 
anggota keluarganya (anak dan isterinya). 
5. Darah platelet apheresis 
Darah platelet adalah komponen darah yang berperan dalam 
pembekuan darah. Darah platelet sering disebut juga dengan thrombocyte. 
Darah platelet biasa digunakan oleh pasien yang terganggu pembekuan 
darahnya karena sering mendapatkan pengobatan dengan radiasi, 
kemoterapi, atau cangkok stem cell, leukemia, kanker, kelainan darah serta 
Demam Berdarah Degue (DBD). 
Karena pelayanan apheresis perlu alat disposable yang diimpor 
dengan biaya yang cukup mahal, maka Palang merah Indonesia menarik 
biaya sebesar Rp 2.800.000,- untuk pengambilan satu set platelet 
apheresis dengan filter leukosit. 
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Latar Belakang Masalah 
Sumber daya manusia merupakan potensi yang amat berharga, 
terutama bagi kepentingan industri di Negara berkembang seperti Indonesia. 
Karena Negara berkembang mempunyai sumber dana (modal) dan teknologi 
yang terbatas. Dibandingkan dengan Negara industri yang memang padat 
modal dan teknologi. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka Negara 
berkembang harus memperbaiki atau memperhatikan kualitas maupun 
kuantitas sumberdaya manusia, salah satunya adalah dengan memperhatikan 
kesejahteraan karyawan. 
Perkembangan dunia semakin pesat dan daya saing yang ketat 
menuntut pengelolaan perusahaan yang baik. Pengelolaan perusahaan yang 
baik membutuhkan sistem yang sesuai dengan perusahaan itu sendiri. Pada 
dasarnya sistem adalah sekelompok elemen yang erat hubungannya antara satu 
dengan yang lainnya yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 
tertentu. Suatu sistem yang diterapkan pada suatu perusahaan yang satu belum 
tentu cocok (sesuai) apabila diterapkan pada perusahaan yang lain. 
Dalam suatu perusahaan dibutuhkan beberapa macam sistem yang 
digunakan untuk mendukung aktivitas yang dilakukan perusahaan. Salah satu 
sistem yang digunakan (diterapkan) pada suatu perusahaan adalah sistem 
penggajian. Sistem penggajian tidak kalah pentingnya dengan sistem–sistem 
lain yang ada pada suatu perusahaan, karena menyangkut kesejahteraan 
karyawan dan secara tidak langsung juga mempengaruhi kelangsungan 
perusahaan. Oleh karena itu sistem penggajian perlu mendapat perhatian 
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khusus. Mengingat gaji merupakan balas jasa yang diberikan perusahaan 
kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan, sehingga perlu sistem yang 
mengatur atau mengawasi berlangsungnya proses penggajian. Untuk 
menjamin gaji yang diberikan oleh perusahaan benar-benar diberikan kepada 
pihak yang berhak menerimanya, dengan jumlah yang sesuai. Sehingga 
dengan adanya sistem yang mengatur proses penggajian diharapkan dapat 
dihindari penyelewengan dan kecurangan yang akan merugikan perusahaan 
maupun karyawan. 
Sistem penggajian yang digunakan pada PMI cabang kota Surakarta 
berbeda dengan sistem yang digunakan pada perusahaan swasta, manufaktur 
maupun organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena PMI adalah 
Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) yaitu organisasi yang bergerak di 
bidang pelayanan jasa pada masyarakat (bidang sosial masyarakat), yang 
mempunyai tujuan pokok bukan untuk memperoleh laba atau keuntungan 
yang sebesar-besarnya (nirlaba), tujuan utama organisasi ini adalah 
pemenuhan jasa yang diberikan pada masyarakat..   
Penelitian ini menguji sistem penggajian pada PMI cabang kota 
Surakarta. Karena organisasi ini adalah Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) 
maka Penggajian karyawan PMI cabang kota Surakarta adalah berdasarkan 
golongan masing-masing karyawan, dasar penggolongan keryawannya 
tidaklah sama dengan penggolongan pegawai negeri sipil, dasar untuk 
menentukan golongan adalah menurut pendidikan dari masing-masing 
karyawan. Disamping itu komponen lain untuk perhitungan gaji karyawan 
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adalah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah dan potongan – potongan 
yang harus dibayar. Adapun dana yang digunakan untuk memberikan gaji 
pada karyawan adalah sebagai berikut : 
1.  Dana sumbangan dari masyarakat. 
2.  Dana abadi 
3.  Dana sisa hasil operasional tahun sebelumnya yang disimpan di 
bank dan dapat digunakan untuk membiayai operasinal tahun-
tahun selanjutnya. 
4.  Dana yang dilaksanakan PMI atas persetujuan pihak berwenang. 
5.  Subsidi pemerintah. 
6.  Dana yang berasal dari operasional tahun berjalan. 
7.  Sumbangan yang tidak mengikat. 
8.  Usaha lain yang sah. 
Sistem penggajian yang dijalankan PMI cabang kota Surakarta tentu 
memiliki kelebihan dan kekurangan, maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul, “ANALISIS SISTEM PENGGAJIAN PADA PMI 
CABANG KOTA SURAKARTA” 
 
PERUMUSAN MASALAH 
Sistem penggajian yang digunakan pada PMI cabang Surakarta 
berbeda dengan sistem yang digunakan pada perusahaan swasta, manufaktur 
maupun organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan karena PMI adalah 
Lembaga Swdana Masyarakat (LSM) yaitu organisasi yang bergerak di bidang 
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pelayanan jasa pada masyarakat (bergerak dalam bidang sosial masyarakat), 
yang mempunyai tujuan pokok bukan untuk memperoleh laba atau 
keuntungan yang sebesar-besarnya (nirlaba), tujuan pokok atau utama 
organisasi ini adalah pemenuhan jasa yang diberikan pada masyarakat. 
Penggajian karyawan PMI cabang kota Surakarta adalah berdasarkan 
golongan masing-masing karyawan, dasar penggolongan karyawannya 
tidaklah sama dengan penggolongan pegawai negeri sipil, dasar untuk 
menentukan golongan adalah menurut pendidikan dari masing-masing 
karyawan. Dasar penggolongan adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. 1 Golongan karyawan 
 
GOLONGAN   
PENDIDIKAN 
PERTAMA 
MASUK MAKSIMAL 
SD 1A 2A 
SLTP 1B 2B 
SMA 2A 3A 
D3 2B 3B 
S1 3A 4A 
PASCA  SARJANA 3B 4E 
 
Sistem penggajian seringkali menimbulkan masalah yang serius 
karena dapat berpengaruh langsung pada kelangsungan perusahaan dan 
kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu penulis memusatkan penelitian pada 
 xlviii 
efektifitas penerapan sistem penggajian yang diterapkan pada PMI cabang 
kota surakarta. 
 
Tujuan 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 
penerapan sistem penggajian yang diterapkan oleh PMI cabang kota 
Surakarta. 
Hasil pengamatan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis, 
pembaca maupun bagi PMI cabang Surakarta baik itu sebagai pengetahuan, 
masukan dan bahan pertimbangan dalam kegiatan yang berhubungan dengan 
penggajian. 
 
Manfaat 
1. Memberi gambaran tentang sistem penggajian pada PMI cabang kota 
Surakarta. 
2. Sebagai referensi bagi PMI cabang kota Surakarta.  
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BAB II 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian sistem dan prosedur 
a. Pengertian sistem 
             Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu “systema”, yang 
dalam bahasa inggris dikenal dengan “system”. “sistem mempunyai satu 
pengertian yaitu sekelompok komponen yang terdiri dari manusia dan 
atau bukan yang diorganisir dan diatur sedemikian rupa sehingga 
komponen tersebut dapat bertindak sebagai satu kesatuan untuk 
mencapai tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Pengertian ini 
mengandung arti penting aspek pengaturan dan pengorganisasian 
komponen dari suatu sistem untuk mencapai sasaran bersama, karena 
bila tidak ada sinkronisasi dan koordinasi yang tepat, maka kegiatan 
masing-masing komponen, subsistem atau bidang dalam suatu organisasi 
akan kurang saling mendukung (Arif Setyo Nugroho. 2008 : 35 ). 
Menurut W. Gerald Cole (Accounting System Cecil Gellispie) 
sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu 
perusahaan (Zaki Baridwan. 1981 : 1). 
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Menurut Stephen A. Moscove dan Mark G. Simkin sistem 
adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi subsistem yang berusaha 
untuk mencapai tujuan goal yang sama. (JogiyantoH.M. 1988 : 1) 
              Menurut Frederick H. WU suatu sistem beroperasi dan 
berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai sasaran objectives 
tertentu, suatu sistem menunjukkan tingkah lakunya melalui interaksi 
diantara komponen-komponen di dalam sistem dan di antara lingkungan-
lingkungannya (JogiyantoH.M. 1988 : 1). 
 
b.  Pengertian prosedur 
  Menurut Richard F. Neuschel prosedur adalah suatu urut-
urutan operasi klerikal (tulis-menulis), biasanya melibatkan beberapa 
orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk 
menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang 
terjadi (JogiyantoH.M. 1988 : 1). 
  Menurut Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D 
Stalling, Jr prosedur adalah urut-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan 
instruksi yang menerangkan apa what yang harus dikerjakan, siapa who 
yang mengerjakan kapan when dikerjakan dan bagaimana how 
mengerjakannya (JogiyantoH.M. 1988 : 1). 
  Menurut mulyadi prosedur adalah suatu urutan kegiatan 
klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 
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atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 
transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang (Mulyadi 2001: 
5). 
 
c.   Pengertian sistem akuntansi 
  Menurut mulyadi sistem akuntansi adalah organisasi 
formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku 
pembantu, serta laporan. (Mulyadi 2001:  3,4) Kegiatan klerikal terdiri 
dari kegiatan berikut, yang dilakukan untuk mencatat informasi dalam 
bentuk formulir, jurnal dan buku besar, yaitu : 
a) Menulis. 
b) Menghitung. 
c) Menggandakan. 
d) Memberi kode. 
e) Mendaftar. 
f) Memilih. 
g) Memindah. 
h) Membandingkan. 
 
 Menurut Howard F. Stettler sistem akuntansi adalah formulir-
formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang 
digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan usaha suatu 
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perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam 
bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk 
mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan 
seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah 
yang menilai hasil operasi perusahaan (Zaki baridwan, 1981 : 1). 
 
d. Pengertian sistem penggajian 
Istilah “gaji” sebenarnya meliputi semua gaji dan upah 
yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya (Jusup, 1999:235) 
tarif gaji biasanya dinyatakan dalam gaji/bulan, sedang upah tarifnya 
dinyatakan dalam Rp/jam, per unit produk atau per satuan lainnya. 
Menurut Mulyadi gaji pada umumnya merupakan 
pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan/ 
pegawai pada perusahaan yang dibayarkan tetap setiap periodenya 
(Mulyadi 2001: 372). 
Istilah gaji biasanya digunakan untuk pembayaran kepada 
pegawai yang diberi tugas-tugas administratif dan pimpinan. Pada 
umumnya jumlah gaji ditetapkan secara bulanan atau tahunan (Soemarso 
S.R. 2002 : 288). 
  Maka sistem penggajian adalah sistem yang digunakan untuk 
menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan 
oleh karyawan kepada perusahaan. 
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 Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi panggajian adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi kepegawaian 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan, memutuskan 
penempatan karyawan baru, membuat keputusan tarif gaji dan karyawan, kenaikan pangkat dan 
golongan gaji, mutasi dan pemberhentian karyawan. 
2. Fungsi pencatat waktu 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan 
waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Sistem pengendalian 
intern yang baik menyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir tidak 
boleh dilakukan oleh fungsi operasi atau fungsi pembuat daftar gaji. 
3. Fungsi pembuat daftar gaji 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang 
menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu 
pembayaran gaji dan upah. 
4. Fungsi akuntansi 
Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggungjawab untuk 
mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dalam pembayaran gaji dan upah karyawan 
(misalnya utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun). 
 
 
5. Fungsi keuangan 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut 
ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji setiap karyawan, untuk 
selanjutnya dibagikan kepada setiap karyawan. 
 
 Dokumen yang digunakan dalam pencatatan gaji adalah : 
1. Dokumen pendukung gaji. 
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Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi 
kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan 
dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan 
karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, penurunan 
pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan skorsing, 
pemindahan dan lain sebagainya. 
2. Kartu jam hadir 
Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di 
perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu 
hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu. 
3. Daftar gaji  
Dokumen ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh 21, 
utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan dan lain sebagainya. 
4. Rekap gaji 
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar gaji atau dalam kegiatan yang 
terpisah dari pembuatan daftar gaji. 
5. Amplop gaji 
Uang gaji karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam setiap amplop gaji. 
6. Bukti kas keluar 
Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi 
keuangan, berdasarkan informasi dalam daftar gaji yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji. 
 
 Jaringan prosedur yang membentuk sistem adalah sebagai berikut : 
a. Prosedur pembuatan daftar gaji  
Dalam prosedur ini, fungsi pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data 
yang dipakai untuk membuat daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 
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karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan, penurunan pangkat, daftar gaji bulan 
sebelumnya, dan daftar hadir. 
b. Prosedur pembayaran gaji 
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi 
membuat surat perintah pengeluaran kas pada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran 
gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang 
ke amplop gaji dan upah. 
 
B.  Pembahasan 
a. Penggajian pada PMI cabang kota Surakarta 
  Kenaikan gaji pokok dilakukan secara berkala, yaitu setiap 4 
(empat) tahun sekali. Hal ini berdasarkan persetujuan rapat pengurus PMI. 
Selain dilakukan secara berkala, kenaikan gaji pokok juga dilakukan apabila 
seorang karyawan telah meningkatkan tingkat pendidikannya, dalam hal ini 
secara otomatis golongannya akan meningkat. 
1. Komponen pemberian gaji 
  Dalam sistem pengggajian PMI cabang kota Surakarta 
komponen-komponen yang mempengaruhi gaji adalah sebagai 
berikut : 
a) Gaji pokok. 
Gaji pokok adalah gaji yang sudah ditetapkan oleh 
perusahaan dan disesuaikan dengan pangkat atau golongan 
yang disandang pegawai. Semakin tinggi pangkat atau 
golongannya akan semakin tinggi pula gajinya. 
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b) Tunjangan. 
Tunjangan kepada karyawan karena kebijakan-kebijakan 
yang telah ditetapkan dan diberikan diatur oleh perusahaan. 
Macam-macam tunjangan yang terdapat pada sistem 
penggajian PMI cabang kota Surakarta adalah : 
(1) Tunjangan suami/istri. 
(2) Tunjangan anak. 
(3) Tunjangan resiko. 
(4) Tunjangan jabatan. 
c) Potongan. 
Unsur-unsur yang terdapat pada potongan gaji terdiri atas 
iuran wajib pegawai atau sesuai gaji standar PNS 
berdasarkan PP No. 1 Th 2003 10%, PPH 21, potongan 
tabungan dan lain-lain. 
 
b. Sistem akuntansi penggajian di PMI cabang kota Surakarta 
1) Fungsi yang terkait dalam system akuntansi penggajian di PMI 
cabang kota Surakarta  meliputi : 
(a)  Bagian personalia 
Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, 
membuat keputusan tarif gaji dan karyawan, mutasi dan 
pemberhentian karyawan. bagian personalia bertugas membuat daftar 
hadir untuk kemudian diserahkan kepada bagian akuntansi. 
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(b)  Bagian administrasi (akuntansi) 
Dalam sistem akuntansi penggajian, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban 
yang timbul dalam hubungannya dengan pembayan gaji (utang gaji dan utang pajak). Bagian akuntansi 
membuat daftar gaji berdasarkan data yang diperoleh dari bagian personalia. 
(c)  Bagian keuangan (bendahara) 
Bagian ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menyetor uang tersebut ke 
bank setelah diotorisasi oleh minimal 2 kepala bagian. 
 
2). Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian PMI 
cabang Surakarta adalah : 
(a) Daftar gaji 
Daftar ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi 
potongan-potongan berupa potongan karyawan 10%, PPH 21, 
iuran untuk organisasi  karyawan, utang karyawan dan lain 
sebagainya. 
(b) Buku pengajuan gaji 
Dokumen ini berisi daftar gaji karyawan yang akan diajukan kepada bendahara. Dokumen ini dibuat 
oleh bagian akuntansi untuk kemudian diserahkan kepada bagian bendahara. 
 
 
(c) Slip gaji 
Dokumen ini berisi daftar gaji bruto setiap karyawan, dikurangi 
potongan-potongan berupa potongan karyawan 10%, PPh 21, 
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iuran untuk organisasi  karyawan, utang karyawan dan lain 
sebagainya. Sebagai bukti penerimaan gaji oleh karyawan. 
(d) Slip setoran bank 
Dokumen ini berisi jumlah uang yang disetorkan ke bank untuk keperluan pembayaran gaji. Dokumen 
ini dibuat dan diisi oleh bagian bendahara (keuangan) setelah mendapat otorisasi dari kepala bagian. 
(e) Buku gaji (rekap gaji) 
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar gaji atau dalam kegiatan yang 
terpisah dari pembuatan daftar gaji. Dokumen ini dibuat oleh bagian akuntansi. 
 
Jaringan prosedur yang dijalankan PMI cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
Prosedur pembuatan daftar gaji. 
Dalam prosedur ini, fungsi personalia membuat daftar karyawan untuk selanjutnya diberikan kepada 
bagian akuntansi untuk kemudian dibuat daftar gaji. Data yang dipakai dalam pembuatan daftar gaji 
adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian 
karyawan penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya. 
Prosedur pembayaran gaji. 
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi keuangan dan fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi 
mengeluarkan perintah pengeluaran kas pada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji. 
4).  Flowchart atau bagan alir sistem 
Bagan alir merupakan urutan kegiatan dalam sistem penggajian mulai 
dari pencatatan sampai dengan pembayaran gaji kepada pegawai. 
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Gambar 3. 1 flowchart sistem penggajian 
PMI cabang kota surakarta 
Bagian Keuangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
BPG  : Buku pengajuan gaji (perintah pembayaran gaji). 
DG : Daftar gaji. 
BKK : Bukti kas keluar. 
DK : Daftar karyawan. 
RDG : Rekap daftar gaji. 
BSB : Bukti setor bank. 
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Gambar 3. 1 flowchart sistem penggajian PMI cabang kota Surakarta 
C. Analisis Sistem Penggajian pada PMI Cabang Kota Surakarta 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem penggajian pada 
PMI cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1.  Prosedur pembuatan daftar gaji. 
Dalam prosedur ini, fungsi personalia membuat daftar karyawan untuk selanjutnya diberikan kepada bagian 
akuntansi. Data yang dipakai dalam pembuatan daftar gaji adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan 
karyawan baru, kenaikan pangkat, pemberhentian karyawan penurunan pangkat, daftar gaji bulan sebelumnya 
dan daftar hadir 
2.  Prosedur pembayaran gaji. 
Prosedur pembayaran gaji melibatkan fungsi keuangan dan fungsi 
akuntansi. Fungsi akuntansi mengeluarkan perintah pengeluaran kas 
pada fungsi keuangan untuk menulis cek guna membayar gaji. Untuk 
selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada kepala bagian dan di 
transfer ke pegawai. 
 
 Analisis prosedur dalam system penggajian pada PMI cabang 
kota Surakarta : 
a. Prosedur pembuatan daftar gaji. 
Prosedur pembuatan daftar gaji pada PMI cabang kota Surakarta sudah 
cukup baik karena adanya pemisahan fungsi antara pembuat daftar gaji 
dan pembuat fungsi keuangan, tetapi masih ada kelemahan karena belum 
adanya pencatatan waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir 
karyawan perlu dilakukan untuk mengetahui jam hadir karyawan. Tidak 
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adanya pencatatan waktu hadir membuat sistem penggajian yang 
dijalankan dan kualitas kinerja karyawan berjalan kurang baik. 
 
b. Prosedur pembayaran gaji 
prosedur pembayaran gaji dijalankan PMI cabang kota Surakarta sudah 
cukup baik, karena sudah adanya otorisasi yang memadai dari pihak yang 
berwenang.  
 
 Kelemahan dari jaringan prosedur penggajian pada PMI cabang 
kota Surakarta adalah belum adanya pencatatan jam hadir. pembuatan jam 
hadir perlu diadakan untuk mengetahui kehadiran karyawan. Tidak adanya 
pencatatan waktu hadir membuat sistem penggajian yang dijalankan dan 
kualitas kinerja karyawan berjalan kurang baik. 
 
Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian pada PMI 
cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
 
1. Daftar gaji 
Daftar ini berisi jumlah gaji bruto setiap karyawan, dikurangi 
potongan-potongan berupa potongan karyawan 10%, PPH 21, iuran 
untuk organisasi  karyawan, utang karyawan dan lain sebagainya. 
 
2. Buku pengajuan gaji 
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Dokumen ini berisi daftar gaji karyawan yang akan diajukan kepada 
bendahara. Dokumen ini dibuat oleh bagian akuntansi untuk kemudian 
diserahkan kepada bagian bendahara. 
3. Slip gaji 
Dokumen ini berisi daftar gaji bruto setiap karyawan, dikurangi 
potongan-potongan berupa potongan karyawan 10%, PPh 21, iuran 
untuk organisasi  karyawan, utang karyawan dan lain sebagainya. 
Sebagai bukti penerimaan gaji oleh karyawan. 
4. Slip setoran bank 
Dokumen ini berisi jumlah uang yang disetorkan ke bank untuk keperluan pembayaran gaji. Dokumen ini dibuat 
dan diisi oleh bagian bendahara (keuangan) setelah mendapat otorisasi dari kepala bagian. 
5. Buku gaji (rekap gaji) 
Dokumen ini merupakan ringkasan gaji yang dibuat berdasarkan daftar gaji atau dalam kegiatan yang terpisah 
dari pembuatan daftar gaji. 
 
Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian PMI cabang 
kota Surakarta sudah cukup lengkap tetapi masih ada kelemahan karena 
belum adanya verifikasi kebenaran mengenai daftar gaji yang dibuat oleh 
fungsi akuntansi. 
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BAB III 
TEMUAN 
 
Berdasarkan hasil analisis sistem penggajian pada PMI cabang kota 
Surakarta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menemukan 
beberapa kelebihan dan kelemahan. 
 
A. Kelebihan 
Dalam sistem penggajian PMI cabang kota Surakarta terdapat 
beberapa kelebihan yaitu : 
1. Terdapat pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian personalia 
dan bagian keuangan dalam pembuatan daftar gaji sehingga akan 
mengurangi penyelewengan yang akan dilakukan dalam sistem 
penggajian. 
2. Setiap dokumen pendukung perubahan daftar gaji dan dokumen-dokumen 
lain yang digunakan dalam sistem penggajian PMI cabang kota Surakarta 
sudah mendapat otorisasi dari pihak yang berwenang, sehingga dokumen 
dan data akuntansi yang dihasilkan terjamin ketelitian dan keandalannya. 
 
B. Kelemahan 
Dalam sistem penggajian PMI cabang kota Surakarta terdapat 
beberapa kelemahan yaitu : 
56 
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1. Tidak adanya bukti hadir karyawan atau absensi karyawan sehingga 
prosedur pencatatannya juga tidak bisa dijalankan. Bukti hadir karyawan 
perlu diadakan agar jam kerja karyawan dapat dipantau kehadirannya dan 
diperlukan sebagai bukti kedisiplinan karyawan. Tidak adanya absensi 
karyawan tersebut akan berdampak pada banyaknya penyelewengan-
penyelewengan karyawan terhadap sistem penggajian yang diterapkan 
instansi dan juga berpengaruh pada kualitas kerja karyawan itu sendiri. 
2. Belum adanya verifikasi daftar gaji karyawan yang dibuat oleh yang telah 
dibuat oleh bagian bagian akuntansi. Virifikasi perlu dilakukan untuk 
mengetahui kebenaran daftar hadir personalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 lxvi 
BAB IV 
REKOMENDASI 
 
Berdasarkan kelebihan dan kelemahan yang telah diuraikan, maka 
dapat ditarik kesimpulan dan saraan-saran dari penulis agar dapat 
dipergunakan sebagai bahan masukan dalam menciptakan sistem penggajian 
yang baik di PMI cabang kota Surakarta. 
 
A. Kesimpulan 
Sistem penggajian yang dilakukan PMI cabang kota Surakarta 
sudah baik dalam hal penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan 
dengan sistem penggajian dan dokumen-dokumen tersebut sudah 
mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam hal 
ini adalah kepala bagian, sehingga data akuntansi yang dihasilkan terjamin 
keandalan dan ketelitiannya. Akan tetapi sistem penggajian yang 
dilakukan PMI cabang kota Surakarta kurang baik dalam hal pencatatan 
waktu hadir karyawan dan mengenai verifikasi daftar gaji karyawan, tidak 
adanya pencatatan waktu hadir karyawan terlihat dengan tidak adanya 
bukti hadir karyawan yang akan berpengaruh pada kualitas kerja karyawan 
itu sendiri. Sedangkan verifikasi  daftar gaji karyawan memang tudak ada 
karena daftar gaji seharusnya dibuat oleh bagian gaji dan bagian akuntansi 
yang memverifikasi. Sedangkan pada PMI cabang kota Surakarta bagian 
akuntansi yang membuat daftar gaji. 
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B. Saran 
saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai bahan 
pertimbangan bagi PMI cabang kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
1. Fungsi pencatatan waktu hadir perlu diadakan, yaitu dengan  
memberikan fungsi tersebut pada fungsi-fungsi atau pegawai lain yang 
memungkinkan. Hal ini bertujuan agar jam kerja karyawan berjalan 
secara optimal.  
2. Perlu diadakan verifikasi mengenai daftar gaji yang dibuat oleh fungsi 
akuntansi bertujuan untuk pengendalian interndan untuk mengetahui 
kebenaran data. Yaitu dengan cara memberikan fungsi verifikasi pada 
fungsi atau pegawai lain yang memungkinkan. 
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